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Abstrak  

 

Globalisasi  memudahkan dalam transaski jual beli sehingga lahir mekaisme transaski on line yang 
tentunya berdampak negatif. dan postif sehingga terjadi penjualan produk dalam bentuk pemakaian 
merk tanpa izin. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan Hukum pidana dan undang-undang 
perlindungan konsumen terhadap pemakaian merk tanpa izin dan Kepastian hukum terhadap 
perlindungan konsumen dalam transaksi online  berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan konsumen.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. 
Adapun kesimpulan dalam penelitian diantaranya penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku 
Penipuan Jual Beli Barang Bermerek Secara Online Yang Cacat Produk dapat dilihat dari pelaku penipuan 
jual beli online yang menawarkan barang bermerek namun ternyata cacat atau tidak sesuai dengan 
informasi yang dijanjikan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan hukum pidana materiil, khususnya 
Pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta Pasal 62 dan Pasal 8 ayat (1) huruf f UU No. 8 Tahun 1999.. 
Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen  dapat dilihat Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa pelaku 
usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian akibat barang 
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi syarat sebagaimana 
yang dijanjikan.. Adapun Kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi online  
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilihat dari 
adanya mekanisme untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan 
melalui BPSK yang ada si seluruh Indonesia.  Meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan 
seperti keterbatasan akses terhadap BPSK di seluruh wilayah Indonesia, serta keterbatasan literasi 
hukum konsumen untuk menggunakan jalur hukum secara efektif.  
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Abstract 
 

Globalization facilitates buying and selling transactions so that online transaction mechanisms are born 
which of course have negative and positive impacts so that product sales occur in the form of 
unauthorized use of brands. The purpose of this study is to determine the application of criminal law 
and consumer protection laws against unauthorized use of brands and legal certainty regarding 
consumer protection in online transactions based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer 
Protection. The method used in this study is normative juridical. The conclusions in the study include the 
application of material criminal law to perpetrators of online fraud in the sale and purchase of branded 
goods that are defective. Products can be seen from perpetrators of online fraud who offer branded 
goods but turn out to be defective or do not match the information promised can be subject to criminal 
sanctions based on material criminal law, especially Article 378 of the Criminal Code concerning fraud, as 
well as Article 62 and Article 8 paragraph (1) letter f Law No. 8 of 1999. Legal protection for consumers 
based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection can be seen in Article 19 of the 
Consumer Protection Law which stipulates that business actors are responsible for providing 
compensation to consumers for losses due to goods and/or services received that do not comply with 
the agreement or do not meet the requirements as promised. The legal certainty for consumer 
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protection in online transactions based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection can 
be seen from the existence of a mechanism to provide legal certainty for consumers who feel 
disadvantaged through the BPSK that exists throughout Indonesia. Although in practice there are still 
challenges such as limited access to BPSK throughout Indonesia, as well as limited consumer legal 
literacy to use legal channels effectively. 
 
Keyword: protection, consumer, fraud, buying and selling, branded goods 
 

LATAR BELAKANG 

 Perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan 
nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat digunakan 
dalam kebutuhan sehari-hari. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas 
yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang 
gerak arus transaksi barang dan jasa. Dalam era globalisasi sekarang ini baik di 
Indoneisa maupun di dunia, orang-orang lebih sering melakukan transaksi online 
dalam melakukan jual-beli online.  

Transaksi Online menjadi pilihan karena memiliki keunggulan antara lebih 
praktis serta mudah dan dapat dilakukan kapanpun selama memiliki koneksi 
internet, namun di sisi lain memiliki dampak negatif yaitu menimbulkan kerugian 
bagi konsumen. Kerugian dimaksud adalah dalam bentuk penipuan, yaitu 
penggunaan merek dalam barang-barang bermerek tanpa izin dari pemilik merek 
atau barang bermerek palsu. Perbuatan terlarang diatur ada pada Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar 
hukum untuk menjatuhkan tuntutan bagi pemakai merek tanpa izin.  

Artikel ini akan menguraikan isu hukum yang berkaitan dengan pemakaian 
merk tanpa izin , yaitu Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Penipuan 
Jual Beli Barang Bermerek Secara Online Yang Cacat Produk, perlindungan hukum 
terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen  dan kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen 
dalam transaksi online  berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Dengan adanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen maka pemerintah telah komit dan telah memainkan amanah 
konstitusionalnya   sebagai negara hukum. 
 
METODE PENELITIAN 

 Jenis yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.  Penelitianhukum 
normatif yakni penelitian yang di lakukan dengan cara menganalisis permasalahan 
mempelajari  dan menelaah yang ada dalam penelitian ini melalui pendekatan 
terhadap asas-asas hukum  serta pendekatan yuridis,yaitu di lakukan penelitian 
lapangan (Field research) mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat 
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan kajian 
ini.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Barang 
Bermerek Secara Online Yang Cacat Produk dapat dilihat dari pelaku penipuan jual beli 
online yang menawarkan barang bermerek namun ternyata cacat atau tidak sesuai 
dengan informasi yang dijanjikan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan hukum 
pidana materiil, khususnya Pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta Pasal 62 dan 
Pasal 8 ayat (1) huruf f UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Tindakan tersebut tidak hanya melanggar asas kejujuran dan transparansi, tetapi 
juga merugikan konsumen dari sisi ekonomi dan psikologis. Dengan demikian, 
perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik penipuan, baik dari segi niat jahat 
(mens rea) maupun tindakan nyata (actus reus) yang menyebabkan kerugian pada 
konsumen.  Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  dapat dilihat Pasal 19 
UU Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab 
untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian akibat barang 
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi 
syarat sebagaimana yang dijanjikan.Dalam konteks transaksi online, tanggung jawab 
ini mencakup penggantian barang yang rusak atau tidak sesuai, pengembalian uang 
(refund), atau bentuk kompensasi lain yang dianggap adil. Hal ini memperkuat posisi 
tawar konsumen untuk menuntut hak-haknya secara sah di hadapan hukum apabila 
terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku usaha. 
 Adapun Kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi 
online  berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen dapat dilihat dari adanya mekanisme untuk memberikan jaminan 
kepastian hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan melalui BPSK yang ada si 
seluruh Indonesia.  Meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti 
keterbatasan akses terhadap BPSK di seluruh wilayah Indonesia, serta keterbatasan 
literasi hukum konsumen untuk menggunakan jalur hukum secara efektif.Di 
samping itu, platform e-commerce besar seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, 
Lazada, dan lainnya juga telah mengadopsi berbagai kebijakan internal yang 
mendukung perlindungan konsumen dan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam UU 
Perlindungan Konsumen. Beberapa contoh penerapan tersebut antara lain sistem 
escrow (rekening bersama) di mana dana dari pembeli tidak langsung diberikan 
kepada penjual sebelum barang diterima sesuai pesanan. Selain itu, tersedia pula 
fitur pelaporan penipuan, layanan pengembalian barang, jaminan uang kembali, dan 
sistem rating atau ulasan untuk memberikan informasi yang lebih transparan 
kepada konsumen. 
 
KESIMPULAN 

 Produk undang-undang baik itu tentang merk adalah bukti nyata Indonesia 
sebagai negara hukum yang melindungi warganya dari kerugian dalam  transaksi on 
line dengan bentuk pemakaian mereka tanpa izin yang memberikan kerugian 
material bagi konsumen. Dalam hal kerugian bisa para korban mengadukan atau 
complain kepada  pihak produsen tetapi kalau tidak didapat kata sepakat maka 
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mekanismenya dapat dislesaikan melalui BPSK (Badan Penyekesaian Sengketa 
Konsumen) yang terdapat diseluruh Indonesia.   
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